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GOOD  GOVERNANCE
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Prinsip Good Governance adalah merupakan idiologi lama yang pada intinya merupakan sebuah prinsip yang mengatur masalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, sosial, hukum dan administratif di dalam mekanisme atau proses ketatanegaraan di Indonesia. Ada semacam hipotesis yang berkembang dalam masyarakat bahwa krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada dasarnya berasal dari adanya krisis moral aparatur pemerintah yang cenderung koruptif dan seringkali melakukan tindakan-tindakan kolusi dan nepotisme.

Dalam kondisi yang demikian tersebut maka upaya mewujudkan suatu good governance di Indonesia merupakan prioritas utama dalam rangka mewujudkan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat pada umumnya dan sistem pengelolaan negara pada khususnya yang lebih baik serta tidak menerapkan kembali sistem yang cenderung bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep Good Governance bermula dari adanya rasa ketakutan sebagian masyarakat terhadap tindakan pejabat negara atau administrasi negara untuk bertindak secara bebas (freies ermessen). Kewenangan yang ada pada pejabat negara tersebut dikuatirkan akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, sehingga kemudian muncul suatu konsep yang menitikberatkan pada prinsip umum pemerintahan yang baik atau the general principles of good administration yang kini lebih dikenal dengan good governance.

Hal yang terpenting dari prinsip good governance tersebut adalah prinsip kecermatan, kepastian, kewajaran, persamaan, dan keseimbangan. Prinsip Good Governance sebenarnya adalah prinsip yang lebih mengutamakan mengenai adanya konsep keseimbangan hubungan antara masyarakat dengan negara. 

Penerapan Good Governance di Indonesia diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat (public participation) di segala bidang kehidupan. Selain itu, konsep good governance tersebut diharapkan juga tidak hanya diterapkan dalam organisasi pemerintahan tingkat atas, tetapi juga dapat diterapkan pada organisasi pemerintahan tingkat bawah. 

Penerapan konsep good governance tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaganya saja tetapi juga ditujukan kepada individu-individu yang berfungsi sebagai apartur pemerintah. Tujuan ideal yang ingin dicapai dari adanya penerapan konsep good governance oleh aparatur pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, yaitu yang menghindari budaya kerja yang muncul dalam kerangka KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Konsep pemerintahan umum yang baik ini kemudian dikembangkan oleh teori ilmu hukum dan yurisprudensi baik di lingkungan administrasi negara maupun oleh putusan-putusan pengadilan sehingga mendapat tempat yang layak dalam perundang-undangan. Beberapa unsur pemerintahan yang baik, yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan di berbagai negara antara lain:

1. Asas bertindak cermat.

2. Asas motivasi.

3. Asas kepastian hukum.

4. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan.

5. Asas kebijaksanaan.

6. Asas keadilan dan kewajaran.

7. Asas keseimbangan.

8. Asas perlindungan.

9. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Untuk menjamin pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih, maka hukum harus dilihat sebagai asas prosedural (fairness), keterbukaan sistem (transparancy), keterbukaan hasil kerja (disclosure), pertanggungjawaban publik (accountability), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (responsibility). Inilah sejarah Good Governance berlaku di Indonesia

Pemerintah juga mempunyai fungsi-fungsi lain antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengemudikan pemerintahan (governing)

2. Memberi petunjuk (instructing)

3. Menggerakkan potensi (actuating)

4. Memberikan arahan (directing)

5. Mengkordinasi kegiatan (coordinating)

6. Memberi kesempatan dan kemudahan (facilitating)

7. Memantau dan menilai (evaluating)

8. Melindungi (protecting)

9. Mengawasi (controling)

10. Menunjang dan mendukung (supporting)

Penciptaan hukum yang akomodatif dan rasional adalah sarana mewujudkan  pemerintahan yang berwibawa. Signifikasi tiga komponen hukum seperti yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yaitu legal subtance, legal structure dan legal culture, menjadi pra-syarat terwujudnya Good Governance.
Sosok aparatur negara yang berperan sebagai abdi masyarakat dalam mewujudkan Good Governance dapat dimulai dari dirinya, sebagai individu yang telah membulatkan tekad melalui “Saptaprasetya” Korpri menciptakan negara dan sekaligus mendirikan peradaban. Dengan posisi dan perannya maka aparatur negara adalah individu-individu yang memiliki kemauan yang keras, akhlak yang lurus, dan kehidupan mereka terbebaskan dari penyakit kejiwaan maupun fisik yang berbahaya. 

Para pamong praja diisyaratkan untuk memiliki empat sifat dalam melayani publik, yaitu:

1. Ketaatan yang tinggi pada peraturan.

2. Pengendalian diri.

3. Banyak kesabaran.

4. Ketrampilan untuk melihat sesuatu berjalan tidak benar namun tidak turun tangan, sama seperti ketrampilan yang dimiliki seorang ayah yang mendidik anaknya menjadi mandiri.

Setelah Pokok Bahasan ini,  mahasiswa diharapkan:


mengetahui asal muasal lahirnya good governance.


mengetahui dan memahami asas-asas good governance.


menggambarkan pelaksanaan asas-asas good governance
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